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BUPATI SUMENEP 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATl:SUMENEP 
NOMOR 1 ·T~HUN 2017 

TENT ANG .. 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS FUNGSI 
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58,, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N,omor 5679); 



Menetapkan 
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4. Peraturan Pem~t.iritalf Nomor; 79' Tahun 20.05 ten tang 
Pembinaan dan·: JJehgawasart· atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lerril::mran Negara:. Republik 
Indonesia Tahun 2005 ·, Norrfor 165, : Tainbahan 
Lembaran Negara Repliblik Iridonesia Nom6~'4593); 

5. Peraturan Presiden Nomor '~? rrahun 20L4 :':tentang 
Peraturan Pelaks;~maan Und~ng-Undang.· Nohi

1of.' :12 
I , l , •'' ' '.; : • : ! • ' · ' . '. '. ' f f ~- • 

Tahun 201 L;, tep,tcing Pe:r-1bentuka:t;1 . · P,eraturan 
Perundang-undarrgan/ · (Lemb~ran Negara ·' Repbblik 
Indonesia Tahun'2oi~ Nomor 1'99); , , . ' >' 

6. Peraturan Pemeriritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat I Daerah '(Lembaran' Negara Republik 
Indonesia Tahun: 2016 1 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara'R~publik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang , Pembe'n.tukan Prociuk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor. 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah 
Sumenep Tahun 2016 Nomor 10); 

9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah 
Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 49). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS FUNGSI DAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS 
PEMBERDAYAAN .PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep; · 
2. Pemerintah Kabupatcn adalah Pcmerintah Kabupaten 

Sumenep; 
3. Bupati adalah Bupati Sumenep; 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep; 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
terdiri atas Sekretariat' Daerah, Sekr;etariat DPRD, 
Inspektorat, . Dinas Daerah, ' Badan /! Daerah, dan 
Kecamatan; : I : ',' ' ' ,. 
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6. Dinas D~~ra'h.' \ ac:faJah , birias Pemt:ierdayakn 
Perempuan,, .. f>~rlit1d4ngan ,; A1,1ak . sian,', :I<:eluarga 
Berenca~a Kst~upiter1 '.~bmenep~ 1 

' • ' ', :> ' i ' 

7. Unit Pelaksaria Tqk'.nis::yang selqnjutl}ya ;disebut'VPT 
adalah Unsut 'p~l.aksaria bperasional, Dinas . di 
lapangan untuk' 'melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/ ata:u kegiatan . teknis . penunjang 
tertentu dibidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;' · , 

8. Kepala UPT adalah · KepaJ,a UPT ' pada : · :Dinas 
Pembcrdayaan Perempuan, Perlindungari Anak, dan 
Keluarga Berencana; :. · : ! • ' · , : · ,. 

9. Jabatan . Struktµral · adalah suatu ikedudu½:an' y,dhg 
menunjukan tugas, tanggupg jawab, wewenang dan 
hak seorang .Aparatur. Sipil Negara dalam 'rat;1gka 
memimpin.suatu satuan,organisasi perangkat·daerah; 

10. Jabatan °Fungsional, a.dalah keduduka·n ,yang 
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenahg. dan 
hak seorahg · Aparatur Sipil Negara dalam suatu 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan , tuga'snya 
didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan 
tertentu serta bersifat mandiri. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI · 

Pasal2 

(1) UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis 
operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang 
tertentu di bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 

(2) UPT dipimpin oleh Kcpala yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada , dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas; 

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Kelas A, terdiri dari : 
a. UPT Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

perempuan dan Anak '(P2TP2A); 
b. UPT Keluarga Berencana Kecamatan. 

(4) UPT Keluarga Berencana Kecamatan, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri' atas : . 
a. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kalianget; 
b. UPT Keluarga Berencanc). Kecamatan Talang'o;' 
c. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Bluto; . 
d. UPT Keluarga Berencana Kecamatan 1 Saronggi;, 
e. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Giligentirig; 
f. UPT Kcluarga Bcrencana Keca:rnatan Pragaan; 
g. UPT Kcluarga Bcrencana Kecamatan Ambunten;' 
h. UPT Keluarga Berencana Kecamatan 

Pasongsongan; 
1. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Dasuk; 
J. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Ba tang 

Batang; 

·, 
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k. UPT Keluarga Berencaria ,Kecainatan Batu'putih; 
l. UPT Keluarga Berencana)<lec!arrfatan' DJhkkek;, .· 

I ,·:,.,, ,Ii: 'i I' - ,' ,1.,' l . I I 
m. UPT Kelu,arga Berencana<Ke.camatan 'Gaputa; 1 • 

:;. ' ': I f, ' : ,! ,, Ii. ': ,'' . ''.· ,•:\ ! I!; 
n. UPT Keluarga Berencana ;Ke,camatan' Ga,yam;:, ! i . 
0. ui:rr Ketuargc\.: B~r~p.~qna 'Kf2airlfl1:an' ~briggli_t{ong; 
p. UPT,Keluarga Berencana :Keca'.riiatan,:Ri'is;'.J' )::/ i, .· 

' ' r. _ • f • ) ':,: / •·:\ 'F . '' '',' .'' !. ' I i ·,, ·• i '/' 1f ti:!,{' 

q. UPT Keluarga :Bererica'rta Kecairiatari Masalerribu; I 

UPT Keiuarga :a~r~i;lcana K~~atnatah Arjas'aj1 

': : ' ' r. 
' ' '. ' ''.!j I,, i •',; ,',1 ! _: 1 ' \. , L : I' ! ' :. ,,.· . ' . l, 

UPT Kelua:rgal, 1Berencana Kecamatan, Kangayan; 
dan· ·<:·!'.i1'·:: .:;.· ~ 1

; ·1_.1 1 

UPT Kelllargci 1B~fc~can~ Kecamatan S~pek~ri. :,: 
• •, ' ' a I \' 

I •1j,,lt'. .): :il 'r 

s. 

t. 

'Pasai ·3, 

I 

Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (3), terdiri atas : 
a. Kepala UPT; 

1 

b. Sub Bagian Tata lJsaha; 
c. Pelaksana urusan; 
d. Kelompok Jabata~ Furrnsional. 

Pasal. 4 

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan · bagian tidak tcrpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
TUGAS pAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
UPT Pusat pelayanan Terpadu Pembe:rdayaan 

Per~mpuan dan Anak 

Pasal5 

( 1) UPT Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak · (P2TP2A) sebagaimana 
dimak~ud Pasal. 3 huruf a mempunyai tugas 
melaksanakan seoagian tugas Bidang Pemberdayan, 
Perlindungan Perempuan dan Anak. 

(2) Dalam · melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1), UPT menyelenggarakan f ungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPT; 
b. pelaksanaan urusari slirat menyurat, pengetikan, 

penggandaan, pendistribusia~ dan tata kearsipan; 
c. pelaksanaan penerimaan, pelaporan dan tidaj 

lanjut pengaduan masyarakat dibidang' PUG serta 
perlindungari pererripuan dan amlk; 



., 
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. . I: ::! I,: ' . ' . ·.'I ' 
d. pelaksanaan :jkoordinasi, dengari:)nstansi· terkait 

dalarri •• · · melaJ~sa~ak,~n; . tuga.s ,· '. · perlindungan 
pererripuan' ciflri: anak~ ' I 

e. pelaksana~ri 'medias( d~u~; advokasi :perlindt.fngan 
perempuan .dan anak; . ,, 1 , • ., . • • .. 

f. pelaksanaari pelaya1rn.n: perliridun1gan, :perempuan 
I :· \ i _:· ., I : ' i l,i I ,,' I 

dan ariak yang rriehjacii ko,rbarf k~kerasan <~erta 
menyecli~kan '· saran~· :d~n :pfasaratia r,e~dµ.kung 

' ; '•' ', '. '· 'I, I 1 , ,, l •. ' . 1_ 1 .• \. 

melalui rual)g; pelci.y~rtah khuslis; ; '\) i' .:' ' : 

g. pelaksahaaii . p6rid~mp{frgiinii (clan· >'perlidc:f.ungan 
bagi perJhipilari ida'n anJll:kof ban 

1

k~k~fJsa.11:; ,' • . , 
' ' : ;i ,•.~ .' '1'" I ·l' ... , ; ' , ,, '! :: ,i ,,· ', ,·l,) , , I 'l 'I, I i ,', •i> . ,, , 

h. pelaksan:3::~~ ::: p~m'.q'ntau.ar1.: ?.ai] trat.irr'.ia . k6ns,eli
1
ng 

bagi .pereinpuari .dan anak ko!rban kekerasan·; .·' . 
'. I I ,, ,. i' . I I I 

1. pelaksanaan : 'I }Jeriyiapdn ,1 ', kemandirian. ,sosial 
ekonomi ; bcigi .' peremph~ri, ' dan ahak i korban 
kekarasari; dan . . 

J. pelaksanaan\uga~ l~iri ya'rig diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

Bagian Kedua 
UPT Keluarga Berencana Kecamatan 

: !I 

Pasal 6 : 

( 1) UPT Keluarga Berericana Kecamatan sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 huruf. b mempunyai tugas 

! I • I ,, I ', I 

melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang keluarga 
bcrencana dan keluarga sejahter~; ' ' 

(2) Dalam melaksc1.nakan \ugas sebagaimana dimakslid 
pada ayat'(l), LJPT menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan urusari surat menyurat, pengetikan, 

penggandaan, pendistribusian dan tata kea\sipc:n; 
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan 

penggandaan, pendistribusia~ dan tata kearsipan'; 
C. pelaksanaan pengolalaan data dan menyusun 

rencana kegiatan UPT; 
d. pelaksanaan pelayanan ; , .KB 

Reproduksi serta kelangsungan 
dan Anak; , 1 , 

. 

dan : 
1

Keseh1ata 
hidup Ibu,' Bayi 

e. pelaksanaart · pemeliharaan ' ; peralatan, 

f. 
perlengkapan, kearrianan dan kebersiha'r{ kantor;. 
pelaks'anaan ' pelayanan advokasi, k:omunikasi, 

' ' I I 

informasi, edukasi. dan pemberdayaan, ekonomi 
keluarga atau UPPKS; 

g. pelaksariaan '. 1pelaporan · pelaksana:an 
administrasi dan operasional KB dan 
Sejahtera; dan 

ke'giatan 
, Keluarga 

h. pelaksanaan tugas lain yang _diberikan _bleh Kepala 
Dinas. 

I,': ' 
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, · .. 'Bagian K~tiga;·j . . ·1 : ;: ·:· 

J I 1\ ., ,·· ,':, .. ·:r :'.' :: ':;:! ':;,, -·:·,:;:' l;,' ,,i:' r 

; : .· Sµb Bagiah,Tata:u~aha J,: ,· I 

, ! ' ' :t : . ,; ' :; ! , ·:_ ! _:" ; ' ! .i !_: '.; ._ ... :!'. •.•.,•, •~ 'l : : . ; '• ;,i! ( ". j 
: \ i .:., ;<_;_,'I::, ' .. ' 

'/1;':::'.'.: ft\~ .i;:.1t\l::/::;,;• :;,! 
Sub Bagian' Tata:! Usaha,'isibag'airriatm· dimiiksua I dalam 
Pasal 3 hur~f tt rhempunhrai \:ugki:s r. 'I . • . 

, . I ' ' t .· , I • ' · ~ · ' I , 

a. menyiapkan .: konsep , . s~rat n1cpyurat, pengetikan, 
pengganda~n~ p~ncli~tribusian dan tata kersipan serta 

! ' '1: \, ,·; '. ,'. ',,' :i ' ' ,1.,1 .' .• : j ,. I 

menyiapkan'. data rencan:a kegiatan UPT; i ·: , . 
1 

• • 

b. melakukan ' kegiata~ , : · adrriii:istrasi ,_: \ keu~ng1n, 
kepegawaian, ' keta'talaks~naan, · peflengkap~n, 

• : , I' ·. ' \' '1 

kebersihari, keamanan dan ketertiban kantor;' • • : , 
C. memeliharal . pera1atan; perlengkapan\ , :kearrlarian, 

,, ' \ ': i· ''·\· ', ' 1 ,• ' I,' 1
•

1
' • 

kebersihan · ... kantor . da'n' melaksanakan kegiatan 
keprotokolan seria menyiapk·a'..rr pelayanan sarana dan 

I I ' . 

prasarana UPT; 

d. melaksanakan 'pemantauan (monitoring) dan evaluasi 

pclaksanaa~ prbgr1m dan hasil-'hasilnya; . 

c. mcnyusun hasif evaluasi pelaksanaan kegiatan dan 

permasalah~n seb~gai bahan laporan; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

UPT. 

Bagian Keempat 
Pelaksana Urusan 

' Pasal 8 

( 1) Pelaksana · y rusan melaksan'akan tugas UPT sesuai 
dengan uraian tu:gas. ' 

(2) Uraian tugas Pelaksana Urusan ditetapkan'' oleh 
Kepala UPT. 

Bagian Kelima 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 9 

(1) Kelompok Jabcl.tan Fungsional mempunyai tugas 
melak_sanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan 

keahlian dan keferampilan yang dibutuhkan. 

' ' 



(2) Kelompok Jabatan . Furigsional sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) ter91ri dari s~jumlah tenaga, 
dalam jenjang jabatan fungs_ional yang· terbagi ;ctalam 
berbagai kelompok sesuai dengan' bidang keahliannya 

• '.,' ,, :·, ' ! 

atau ketcrampilannya> : . .· ..... '· , . . · 
(3) Jumlah_ tenaga Jungsi?tial, '.J~{ii; ¢ar-i J~njang jabatan 

fungsional ' se bagairri~m.a '. d,ipiak,s,ud J: pad a : . aya t (2) 
• • I, 'i'.. , , , '. J-: ·,' :j• 1 'i 1' '1 .: : '(:; ;,;,_;/ i j · :_, ·1 

d1tentukan ;berd~sark~n ,kebutu,han dar, beban, kerja 
yang diatu~, ber:dai~r~~# ;\: ~~r9ctura

1ri: ,' 1
perundang-

undangan Y'.ang'berlaku.': , ",,\ \ i I: ; i' ' ,. ' 
. I . . I , ;i './ 
'·ll :·:1"' 1 

1 ···i 1
_i I i :·, 

I ·, ·,, -1 .''1, 

I ; 

., BAB IV 
' TATA KERJA' 

Pasal 10· 

Kepala UPT wajib menyusun rericana kerja yarig mengacu 
pada rencana strategis · Dinas dengan melaksanakan 
prinsip koordinasi, integrasi dan,' sinkronisa'si ,secara 
vertikal dan horisontal s·erta m~diberikan bimbingan dan 
petunjuk kepa'cla· ba'.wahannya m~sing-inasirig'. ' I ' 

! . 
if ,, 

BABV 
PENGISIAN JABATAN 

Pasal 11 

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan · p'eraturan 
perundang-und~ngan yang bedaku. 

'' 

i, 

' ' ' 
BAB YI'' 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12. 

I 

Ii 

Pada saat Peraturan Bupati 1m mulai berlaku, maka 
Peraturan . Bupati , Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita 
Daerah Kabupaten Sumenep · Tahun 2009 Nomor 405) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Sumenep. Nomor 28 Tahlin 2009 
tentang Tugas dan 'Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita 
Daerah Kabupaten Sumenep ,Tahun 2016 :- Nomor 

1

8) 
dicabut dan dinyatakan tida'k berlaku. I 

' I 



Pasal 13 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep. 

Ditetapkan di: Sumenep 

pada tanggal : 1 3 JAN 2017 

BUPATI SUMENEP 

Q 
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.S i. 
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Lampiran Peraturan Bupati Sumenep 
Nomor 1 Tahun 20 17 
Tanggal : JA O 7 

STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAK.SANA TEKNIS 

KEPALA OPT 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN TATA 
USAHA 

I I 
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA 

URUSAN URUSAN URUSAN 

0 KARIM, M.Si. 


